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Rencana Aksi Kinerja
Pengadilan Negeri Sangatta Kelas Il

Tahun 2022

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja
Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Sangatta Kelas Il Tahun 2022 dalam
melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Sangatta Kelas

Il dalam rangka mewujudkan Visi yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sangatta Kelas Il Yang Agung”

Dalam rangka mencapai Visi, Pengadilan Negeri Sangatta menetapkan Misi
yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta Kelas Il
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas Il

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas Il

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2022

mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Triwulan  Triwulan Il Triwulan  Triwulan
I 1 \Y
a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan
1  Terwujudnya Proses _  Pidana 70 75 85 90
Peradilan yang pasti,
transpararil da% Iis)lkuntabel — _Perdata ! : 70 5 80 100
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
— Pidana 70 80 85 90
— Perdata 70 80 90 95
c. Persentase penurunan sisa perkara
— Pidana 50 60 60 60
— Perdata 50 60 60 60
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
1) Banding 80 80 80 90
2) Kasasi 90 90 90 95
3) Peninjauan Kembali 90 90 90 100
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan 0 0 5 10
diversi
f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap 70 80 85 95
layanan peradilan
2 Peningkatan Efektifitas a. Persentase isi Putusan Yang diterima Oleh para pihak Tepat 90 90 100 100
Pengelolaan Penyelesaian Waktu
Perkara b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 0 0 5 5
c. Persentase Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK 80 90 95 100
secara lengkap dan tepat waktu
d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian 0 0 0 0

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu
1 hari setelah diputus.
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1.  Pendaftaran Berkas Perkara
2. Penetapan hari sidang

3.  Pengiriman surat penahanan
dan perpanjangan penahanan
4. Pemeriksaan di sidig Pengadilan

Pengiriman Salinan Putusan
kepada JPU dan Terdakwa
Minutasi / Upaya Hukum

Penanganan Perkara Banding
di Pengadilan Tingkat Pertama
Penanganan perkara Kasasi
dan Peninjauan Kembali di
Pengadilan

Tingkat Pertama

Perkara Pidana Penegakan Dan Peningkatan Manajemen 30.392.000
Yang Diselesaikan  Pelayanan Hukum Peradilan Umum
Di Tingkat Pertama 5.400.000
Di Wilayah Tengah
5.500.000
45.200.000
5.500.000
4.800.000
2.000.000
1.000.000



3 Meningkatnya Akses

" Peradilan bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan C.

a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan: 0 50 70 70

b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan: 0 0 0 0
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat 100 100 100 100
layanan Bantuan Hukum Posbakum
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1. Pelaksanaan Pembebasan Biaya
Perkara
2. Perkara Yang Diselesaikan Di Luar

Gedung Pengadilan

3. Pos Bantuan Hukum
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Perkara Hukum
Perseorangan

Layanan
Bantuan Hukum
Perseorangan

Penegakan Dan Pelayanan
Hukum

Pelaksanaan Perkara 2.400.000
Peradilan UmumYang
Diselesaikan Melalui

Pembebasan Biaya Perkara

Pelaksanaan Perkara Yang 0
Diselesaikan Di Luar
Gedung Pengadilan
Pelayanan Pos Bantuan 19.200.000
Hukum

|~
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Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan
Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang
ditindak lanjuti (dieksekusi)
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4, Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pembebasan Penegakan Dan Pelayanan Pelaksanaan Pembebasan
Eksekusi v. v v v BiayaEksekusi Hukum Biaya Eksekusi




